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EV/.LUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENC AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

pahva untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tek-is Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata card
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
permnggungiawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Peraturan

Kep:la Daerah;

bahwa berdasarkan per

pad« huruf a, maka perlu menetapkan
Cara Penganggaramn, Pelaksanaan

Pen:«tausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan sertia
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

timbangan sebagaimana dimaksud
Peraturan Bupal
dan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Perelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia
Tahin 1999 Nomor 75, T ambahan Lembaran Negara
Rep ablik Indonesia Nomor 3851);

Uncang-1Indang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negira (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Unc ang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Ind nesia Tahun 7007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Necara Republik Indonesia Nomor 4723);



=]

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta
ii” )emtgcan Peraturan Perundang-undangan [Lenibar:r%
T‘a?r: l‘ah epublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
5213'.')&1 a;t Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
: _r sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang_—Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
feg: ra Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
bggl :;_ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
;ﬂf-lﬁg"Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
.err'r'nnltahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indotesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubih beberapa kal, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tent=ng Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Nega-a Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
gng‘;‘nahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
561;

Undzng-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemsrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Und=ng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undzng-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Repuolik Indonesia Nomor 6856);

Undzng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuaigan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomcr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomcr 6757);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lamrung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Repu dlik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955):
Perariran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614 .
Peratiiran
Penyclenggaraan
Negara Republik
Tambahan Lembara
4828

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
n Negara Republik Indonesia Nomor



Menetapkan :

11 f’el'.- uran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Peng~lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
h_nll wwesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12 Pera'uran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Peng uiﬁan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33] sebagaimana
telalh diubah dengan Peraturan Presiden Nomior 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
'IFah n 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ll;"m aran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
)3),;

13 Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

14 Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentzng Sisterp Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114):

15. Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentz=ng  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daeran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

16 Persiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentzng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Beri a Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781},

17 Peraiuran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dae-ah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kab.paten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
(Lem »aran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Nomor 35);

18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lem »aran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

Nomaor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKS ANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTAN YGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peral aran Bupati ini vang dimaksud dengan:

1

11.

14

Daerah  Otonom -ang selanjutnya disebyt

Pemerirtah (iaera}_1 adallah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyeleggaraan Femerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

F’vmcr;a tah l:_)aem*n adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerirtah Daerah dan‘ DPRD menurut asas ekonom;i dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

.ge(l;agﬁ- nana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik
ndonesia

Bupati ndalah Bupati lLampung Selatan
Sekretaris Daerah « dalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Satuan Kerja Perar gkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat caerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan csemerintahan daerah.

Satu«im Kermja Pengiclola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat
SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah
Daerah vang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Anggarzn Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana ksuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peratur: n daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah epala SKFXD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
\PBD d:n bertinda <« sebagai bendahara umum dacrah.,

Rencan: Kerja Anpggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD
adalah cokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang menual rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPD viang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagal lasar peny'isunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokuinen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumcn yang meriuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD vang
melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
vang bertindak dal=m kapasitas sebagai BUD.

Rencan: Kebutuhcn Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah
dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang sudah
dihitune berdasarkan kebutuhan dan standar belanja yang berlaku dengan
mempernatikan asas efektifitas dan efisiensi yang diajukan oleh SKPD yang
melaksanakan kegiatan teknis dari dana BTT.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD
untuk keadaan daruarat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun

sebelumnya
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tah Daerah mengnlokasikaon  anggaran untuk Belanga ik
acanat devgan kemampuan keunngon Dacrah,

vggaran Helangn Tidak Terduga sebagaimana dimakaud pada nvad
pkan untuk;,

dann darurat,
erluan men desak;

pembalinn atag kelehihon penerimann Daeranh tahun sebelumny a
duan sosie vang tidak dapat direncanakan sebelumnyn

keadaan dorarat dan keperluan mendesak sebagaimana dimakesod

at () huec b oo dan hurat ¢, ditetaplean dalam peraturan dnernh
APHD tnhun berkenann,

Pasal b
Fdarurat sebagaimana dimaksod dalam Pasal 4 ayat (2) hural o

canin alam bencana non alam, bencana sosmial dan/atan kejadian
r binaa;dan

sanann operast pencarian dan pertolongan,

usalan  sorana/prasarana yang  dapal - mengganggu kegatan
wanan putlik

v Darurat sebagaimana  dimaksud  ayat (1) harus memenuht
i sebagd ekt

A bukan merupe kan kegiatan normal dart aktivitas Pemerintah Dacrahy

1'“'

tidade dapit dipredilsilan sebelamnya,

b tdal diharapkan terjadi secara berulang,
¢ berada di uar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. e
P

Hencan

A, | 48!
1, let
e Lt

niliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
aulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat,

valam sebogaimana dimaksud pada ayat (1) hurata, antara lain
ipa bumi karena alam;

iwan gunur g berapi;

ah longsor

a4, keberingan,

2. I]il

i bandan g,

f ke bakaran ter naguk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan



£ beacana alan lainnya yang berdampak pada rusaknva tata kelola
inzkungan dzn ferganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

IHf‘”t'fif i non alarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara
ain i

4. kehakaran hu-an/lahan vang disebabkan oleh manusia;
b.  peacemaran lingkungan;

¢ epicdema,
d.  kejadian luar asa; dan
€. waodah penyakit.

Bencan i sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
.!_m"("'”.} - penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa
‘ahan /sumber day: alam, Suku Agama dan Ras (SARA), politik dan batas
Daerah  administresi, Maupun masalah industri yang timbul dalam
masyar«kat yang cigunakan antara lain untuk penghentian konflik dan
I"ekon:f;w asi pasca sonflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan
Kerugian masyarak it serta peénanganan gangguan keamanan.

Bencana non alam epidemi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit
sebagaimana dimal sud pada ayat (4) huruf ¢, huruf d dan hurufe. antara
lain :

A. timhulnya per rakit menular tertentu;

b. meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun
waitu dalam am, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis
peryakitnya;
angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu
meningkat; dan

d.  perycbaran di area geogialis yauy lebili luas.

Pasal 6

Keperlu:n mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
b dicesuaikan dengan karekterietik dalam Pemerintah Daerah dan
dilaksarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reperlusn mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. kebutuhan Da-srah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya “elum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sepert;
kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelavanan
mirimal;

b. belinja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
yaitu !

1) Belanja Dazrah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkar secara terus menerus dan harus dialokasikan olch
Pemerintali Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bula dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

a) belanje pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan
tunjangan; dan

b) belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik
dan internet.

2] Belanja Dzerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarake., seperti:

a) pendidi<an;

b) kesehatan;

r) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman;

e}



(2)

(2)

(3)

f) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
g) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perunc ang-undangan.

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tdak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-urdangan; dan/atau

d.  pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian vyarg lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
me syarakat, antara lain :

1) kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah vang harus segera
dilaksanakan sesuai amanat peraturan Perundang-undangan;

2) kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan
mengganggu  pelavanan masyarakat dan/atau mempengaruhi
kinerja Pernerintah Daerah; dan/atau

3) putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 7

Pengembalian ates kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya
merupa<an penge nbalian atas pendapatan Daerah dan pelaksanaan
putusar pengadilen yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah
Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pengem dalian atas pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mehputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang
sah.

Pendap:itan Asli Dcerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah

¢. hasil pengelolaar kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

l.ain-lain pendaparan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat
(2) vaitu pendapatan hibah pemerintah.

Pasal 8

Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimalisud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk
kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penvusiinan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan risiko sosial yang Icbih besar bagi individu, keluarga
dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang;
dan/ateu barang.

Bantuan sosial ber 1ipa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
vaitu usng yang berikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial
vang terdampak risiko sosial.

Bantuan sosial ber 1pa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b vaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan
sosial vang terdampak risiko sosial.
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{6)

(2)

(3)
(4)

Pasal 9

Belanj= bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 avat (1),
digunakan untuk:
a. santunan kematian;
b. santunan korben bencana;
- santinan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
. pelavanan persa‘inan gratis;
- bantan perbaikan rumah korban bencana;
bantiian transpcrtasi untuk orang terlantar;
- pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, dan
-bantuan sosial luinnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

g o QN

Pember an bantuarn sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selef;

b. memenuhi persvaratan penerima bantuan; dan

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus.

Rriteria selektif se>agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima vang
ditwyjukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial

Kritena memenuh' persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) huruf b meliputi:

a. menuhki 1denitas kependudukan sesuai Kketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. berdomisili di Daerah.

Kriteria bersifat sementara dar tidak terus menerus sebagaimana
dimaks..d pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial
tidak wejib dan tidek harus diberikan sctiap tahun anggaran.

Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada
avat (I huruf d bahwa tujuan penggunaan bantuan sosial untuk
penanggulangan bencana yaitu serangkaian upava vang dituyjukan untuk
rehabiliiasi sosial,

BAB III
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

BTT daam APBD dianggarkan pada program Pengelolaan Keuangan
Daerah. Kegiatan “enunjang Urusan Kewenangan Pengelalaan Kenangan
Daerah. pada Sub Fegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak vang
diuraiken menurut Jenis, objek, rincian objek dan sub rincian obvek
dengan 1ama Bela~ja Tidak Terduga.

Kewenangan penge'olaan keuangan BTT berada pada SKPKD

Jika D1T tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran
dengan menggunakan:

a. daradari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran berkenaan; dan/atau

h  memanfaarkan kas yang tersedia.



'.i.l

Penjad.walan ulang, capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnva
serta  nengeluaron pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan
sebagaimana avat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam
perubanan DPA SEPD.

Pemaniaatan kas \ang tersedia sebagaimana dimaksud pada avat (4) huruf
b diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPKD.

Mckanisme penar bahan anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (4]
dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan
Peraturan Bupe'i tentang perubahan penjabaran  APBD dan
membe 1tahukan «epada Pimpinan DPRD.
Peraturan Bupat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnva
ditamping dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
atau di-ampaikan Jalam Laporan Realisasi Anggaran apabila dilaksanakan
setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan
perubahan APBD

Pengell aran untuk mendanai keadaan darurat vang belum tersedia
anggarinnva dan rengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak vang
belum rersedia anegarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannva.
diformt lasikan terl>bih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA
QKPD. ecuali unt 1l kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial.
dan/at-u kejadian luar biasa yang meliputi pencarian dan penyelamatan
korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana.
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan.
dan per ampungan serta tempat hunian sementara.

Pengeluaran BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana.

konflik sosial dan kejadian luar biasa dengan mempertimbangkan efisiensi
dan ef ktivitas seta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan
terhadan kegiatan- <egiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 11

Tata cara penganggaran BTT untuk mendanai keperluan mendesak selain
tanggar darurat becana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang
meliput: pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan
darurat  evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi
pangan sandang, oelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat
hunian semantara dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja
tidak te-duga kepaia belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan

tahapar :
Dalc m hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu

diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah
denwan melaku <an koordinasi dengan SKPD terkait;

a.

b. Dal=m hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu
diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD dan dikoordinasikan

densan PPKD;

~ RKA-SKPD dar/atan Perithahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud

dalam huruf ¢ dan huruf b dilampiri RAB yang memuat kajian
menyeluruh keperluan mendesak serta dampak sistematik yvang
ditimbulkan;



)
l

{3]

(4)

\.1 .

RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris
Dac ah selaku betua TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan
Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam
Lap ran Realisasi Anggaran bagi pemanntah daerah yang tidak
melo kukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBL)
dan

Perubahan Per: turan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dims ksud pada hurut d, dilaporkan kepada DPRD selambatnya 1 (satu]j
bulan setelah Peraturan Bupati ditetapkan.

"ata cara penganggaran BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
lainnva sesuai dergan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar
keadaar darurat dan keperluan mendesak, dilakukan dengan tahapan :

ci

Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaai BTT terlebih daliulu
difor mulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah
dengan melakul an koordinasi dengan SKPD terkait,

Dalam hal angg-an belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu
difor nulasikan dalam perubahan DPA-SKPD dan dikoordinasikan
dengan SKPKD

RKA SKPD dan’atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
dala'n huruf a dan huruf b setelah mendapatkan persetujuan Sekretars
Daerah selaku ketua TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan
Pera'uran Bupsti tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam
Laporan Realisisi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakiikan peri;hahan APBD atau felah melakukan perubahan APBD

BAB IV
PENGGUNAAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Bagian Kesatu
Penggunaan BTT

Pasal 12

Pengguraan BTT di akukan dengan:

a.
b.

pembebanan lar gsung; dan/atau
pergeseran anggaran.

Pengguraan BTT dlakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana
dimakst d pada aya: (1) huruf a, untuk:

a.
b.
o

d.

e

kebutuhan tanggap darurat;

konf ik sosial;

wah: h penyaki' epidemi dan/atau Kejadian Luar Biasa;

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya;
dan

ban! ian sosial 1ang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pengguraan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana
dimaleer d pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada
avat (2. dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya
dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



' Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 13

Wk s . :
Fata cara penggunaan ETT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan
tahapan:

d

b

Pelaksana

'53.upati nenetapka- status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana
Non-Alam. Bencana Sosial Termasuk Konflik Sosial, Kejadian Luar Biasa

sesual cengan ketetuan peraturan perundang-undangan;

berdasa kan penelapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau
dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala
Perangkat Daerah mengajukan RKB yang telah direview oleh aparatur
pengaw s intern pe nerintah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
penggur aan BTT kepada PPKD selaku BUD dalam rangka penanganan
ranggap darurat sesuai dengan tugas dan fungsinya,

berdasa kan RKB scbagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD
mencair<an dana <cbutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Dacrah
vang membutuhkar sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu)
hari kera terhitung sejak diterimanya RKB;

mencairen BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan
nekanisme tambehan uang sesuai sistem dan prosedur pengelolaan
Lkeunangzn daerah yang diatur dalam Peraturan Rupati tersendiri;
pencairan sebagailnana dimaksud pada huruf e diserahkan kepada
hendahsra pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB; dan

pengguraan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara
Pengelu-ran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB.

Bagian Ketiga
21 dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 14

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak
dilakuken melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat
Daerah  unit Peranckat Daerah terkait.

Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dalain APBD, Perangkat Daerah terkait mengajukan
permohcnan perse.ujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupat
melalui tim anggaran pemerintah daerah disertai dengan kajian terkait
kriteria eperluan Mendesak.

Rerdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana
dimaksud pada aya: (2), Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan
rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.

Hasil penelaahan st bagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan
pertimbangan dalary memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran
anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah

terkait.

Pertimbzngan sebazaimana dimaksud pada ayat (4) dituangk
rekomendasi vang inenjadi dasar penyusunan perubahan Ren
Anggaran Satuan Ketja Perangkat Daerah apabila me

persetujiuan Bupat.



’3°1<°I'T‘r> ndas scbagaimana dimaksud pada avatl (3) menjadi dasdr proses
penghentian pergeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan
Bupat

Perubal an Rencara Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagainana dima<sud pada avat (5) menjadi dasar dalam melakikan
perubalan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk sclanjutnya
ditamping dalam Feraturan Dacrah tentang Perubahan APBD.

Perubatban Peraturin Bupati tentang penjabaran sebagaimana dimaksud
pada avat (7) sebaga dasar perubahan DPA-SKPD, yang dituangkan dalam
aporan Realisast Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD
atau tel.ih melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT yang Digunakan untuk Pengembahan

(2)

(1)

(3

(4)

atis Kelebihan Pendapatan Daerah
Pasal 15

Pengguraan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah
berdasa kan pada psrmohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati
melalur ejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Permohcnan sebag: imana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti

vang sal terkait dergan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun

sebelumnya, antara lain:

a. sure permohonan oleh pemohon;

b. bukr penyetoran pendapatan Daerah;

¢. sura ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan
vang dikeluarka oleh Perangkat Daerah pemungut;

¢. nomor rekening bank atas nama pemohon; dan

¢. dokumen lain apabila dibutuhkan.

PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon
atas kelcbithan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 16

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(3), PPKDD mengajulan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk
pengembalian kelelihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya kepada
Bupati.

Permohconan persctujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada
avat (1] diajukan »nleh PPKD dengan melampirkan dokumen-dokumen
sebagairana dimal sud dalam Pasal 15 ayat (2) dan daftar rekapitulasi
surat ketetapan letih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan,
vang dikeluarkan ol=h Perangkat Daerah pemungut.

Apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT
untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya,
PPKD menyiapkan Felengkapan administrasi untuk proses pembayaran.

Apabila Jupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT
untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya,
PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas
pengembalian dokumen permohonan atas kelebihan penerimaan Daerah
tahun sebelumnya.



(4)

A"'!‘

{1

(2)

Pasal 17

Berdassrkan perse ujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

avat (2. Bendahzra Pengeluaran SKPD menyiapkan SPP-LS dengan

pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada PA

melalui PPK SKP) beserta persyaratan administrasi sesuai dengan

Ketentuan yvang ber'aku.

PPK SKD melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS meliputi :

4. men=liti DPA-S<PD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
mele d1hi sisa anggaran;

. men-liti dokumen Surat Penyediaan Dana untu
untuk belanja terkait telah disediakan; _ _

¢ meneliti kelengcapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. men-liti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan

men liti kesesuian jumlah perhitungan pengajuan SPM-LS dengan

dokumen pendukungnya.

Apahila dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditemmukoan  ketida<lengkapan dan/atau  ketidakabsahan dan/atau

L etidakessuaian, PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan

kepada 3endahara Pengeluaran SKPD terkait yang mengajukan paling

jambat | (satu) har sejak diterimanya SPP-LS.

Apabila hasil verfikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD

menyiap<an pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan

dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.

PA men:ndatangan dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari

Lerja se1ik proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disamp# kan kepad: Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

4 surt pernyatasn tanggung jawah mutlak PA; dan

I, surct pervatazn verifikasi PPK SKPD yang dilampiri checklist
kelergkapan dokumen,

k memastikan dana

Pasal 18

Berdasart an pengajuan SPM-L3 oleh PA yang disertai surat pernyataan
verifikasi "PK SKPD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, Kuasa
1511 melskukan verifikasi dengan langkah-langkah scbagai berikut:

menehitl DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi

BiSa S nggaran;
b menelitt dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait

telab disedialkan

¢ mencliti dan memastikan  kelengkapan dokumen yang menjadi
pers aratan penzajuan SPM-LS; dan

d  menpuji kehenoran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
terca itum dalan perintah pembayaran.

“

kuasa 130 0 tidak menerbitkan SP2D yang dinjukan PA apabila.
a  tidak dilengkap surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA,

b udak dilengkap surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri
chek st kelengkiapan dokumen,

¢ belarja tersebut melebibi sisa anggaran, dan/atau

d dana tdak tersedia,



(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4

yal: ¥y )
: al?i‘ el "‘_'-"‘“}' ke idaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses
‘\.{.Hl; d% tersebut, wuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling
lambat 1 (satu) har Kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS

Dalam hal proses verifikasi dinvatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan

SP2D vang didokum->ntasikan dalam SP2D

BAB \

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

a Tidak Terduga untuk

Kepala SKPD yany menggunakan dana Belan)
ceadaar darurat hertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas

penggur aan dana . ntuk keadaan darurat.
dimaksud pada avat (1) sama halnva
belanja operasi dan belanja modal
erundang-undangan.

Belanja Tidak Terduga untuk

ati melalut PPKD

Pertangiungjawaban sebagaimana
SePeTt mPnlpel‘talfp,gungjawabkan
lainnva sesuai ketentuan peraturan p

Pertangeungjawaban atas penggunaan dana

eadaar darurat d:sampaikan oleh SKPD 'kepada Bup
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau

kegiatar tersebut st lesai dilaksanakan.

sampai dengan

Pasal 20

penggunaan dana Belan)a

oran realisasi
pirkan salinan

lalui PPKD dengan melam
ap dan sah.
sah disimpan oleh bendahara

kepala SKPD menvampaikan lap
Tidak Terduga kepzda Bupati me
Lukti-bu kti pengeluaran yang lengk
Bukti-bi kti pengel. aran yang lengkap dan
pengeluaran SKPD
Jaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Belanja
Kan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPRD
) tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi pe
Tidak Te-duga disaripai
paling lambat tanggal 10 (sepuluh

Pasal 21

kepala SKPD vang r Jelaksanakan kegiatan keperluan mendesak vang tidak
dapat diprediksi sebelumnya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan
atas penggunaan dzna yang dikelolanya.

ana dimaksud pada avat (1) sama halnva
seperti mempertan zgungjawabkan belanja operasi dan belanja modal
Jainnya sesuai ketertuan peraturan perundang-undangan.
pPertanggungjawabzn atas penggunaan Belanja ‘Ihdak ‘Terduga untuk
belanja keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
dilakukan oleh SKF?) dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan

tersebut selesal.
Pertangeungjawaban atas penggunaan

belanja keperluan mendesak yang tidak dapat
dilaksanakan oleh SKPKD disampaikan kepada

tanggal > (lima) bule n berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaim

Belanja Tidak Terduga untuk
diprediksi sebelumnya
Bupati paling lambat



| 2)

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

Pasal 22

Kepala SKPD . ;

mendesak yang ::](; ”k‘ jjmpalkaln lgporan penggunaan dana keperluan
PPKD d ‘ngan mf']”*‘n I_?{Pﬂt dlprfdlksi se_belumnya kepada Bupati melalui
dan sah. pirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap

Bukti-bukti
yukti penge! 1aran yang lengkap dan sah disimpan oleh bendahara

pengeluaran SKPD
an mendesak yang tidak dapat
kepala SKPD kepada Bu pati

) bulan berikutnya atau salpai

Il;(jlporﬂi r_eahsasi penggunaan dana keperlu
diprediksi sebelurrnya disampaikan oleh
f‘nplalm 3F‘KD palir 3 lambat tanggal 5 (lima
dengan kegiatan tersebut selesai.

endesak yang tidak dapar

Laporan realisasi penggunaan dana keperluan m
a SKPKD kepada Bupati

"“Pf'ﬁdlksi sebelumaya disampaikan oleh kepal
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
eglatan yang menggunakan dana
t diprediksi sebelumnya disampaikan
lalui PPKD paling lambat tanggal 10

Laporan rcalisasi pelaksanaan k
keperlusn mendesa< yang tidak dapa
oleh kepala SKPD kepada Bupati me
(sepulul) tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

pPKD) se aku Bendanara Umum Daerah bertanggung jawab secara fisik dan
keuangan terhadap pengembalian kelebihan penerimaan daerah vang
terjadi pada tahun Jnggaran.

embalian kelehihan

« Terduga untuk peng
va, berupa

Pertanggungjawabe. Belanja Tida:
penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumn

bukti transfer kepaca pemohon.

Bukti-bu kti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan di SKPKD selaku

PPKD.
Pasal 24
Kepala sKPKD sel:ku PPKD menymupaikan laporan penggunaan dana
balian kelebihan penerimaan daerah

ridak Terd. ga untuk penger
tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati dengan

n bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk
pengembalian kelehihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun
anggaran sebelumn.a paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau
sampai (engan kegiatan selesai dilaksanakan.
[aporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk
pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun
anggaran sebelumrya disampaikan oleh kepala SKPKD kepada Bupati
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.

Belanja
vang terjadi pada
melampirkan salina

Pasal 25

fisik dan keuangan atas

Kepala SKPD ber-anggung jawab secara
uan sosial vang tidak

pengguraan dana Eelanja Tidak Terduga untuk bant
dapat direncanakar sebelumnya yang dikelolanya.



(2)

(2)

(3

(+

Pertang g ) i
A usu l\.‘:;?‘:f,l::-,di)', o sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 melipufi
b surat l‘i"l'!“nhl on penerima bantuan sosial kepada Bupati:

ot i nan pencairan bantuan sosial; _
. rekening bank atas nama individu;kv!uarga.f[nmr)”‘!é""
o ympok masyarakat/ organisasi,
(1 0
]r:; i;mm rangkap 2 (dua) masing-masing bermateral cukup:
bukti transier/ penyerahan uang atas pemberian bantuan
berupa uang atau bukti serah tenma barang atas pemberian bantuan
sosial berupa harang,
berita acara hesil verifikas
: surat pernyvataan tanggung jawa
1. dolumen penc ukung lainnya yans

sosial

hantuan sosial; )
) sosial; dan

b mutlak atas bantuar
diperlukan.

Pasal 20
ara formal dan maternal
jtuan sosial yang

ng _].qwab sec
an pantuan

k Terduga untuk bar

. bantuan sosial bertanggu
gritas pengguna

Belanja Tida
datangani pakta inte

Penerin
itas per ggunaan dana
diterimanyva dan menan

sosial
erima bantuan cosial meliputi:
pantuan sosial oleh penerima ban
ab mutlak yang menyatakan bahwa
ai dengall usulan.

) digunakan sesu
kap dan sah sesual peraturan
| berupa uang atau

bantuan sosia
erima bantuan gosial berupad

ayat (2) hurufa dan

‘:‘ert:mg._ngmmb;r: pen
laporan penggiunaarn
surat pernyatain tanggungjaw
bar tuan sosial yang diterima telal
bulti-bukti pengeluaran yang leng
per indang-undangan bagi penerima
bukti serah terima barang bagi pen

a.

k.

barang:
d. per anggungjawaban sebagaimana dimaksud pada _
kan kepada Bu pati paling lambat tanggal 10 Januari
ain sesuai peraturan

huruf b disampai
tahun anggara1 berikutnya, kecu
per indang-undangan: dan

€ pe:'anggungja\.-'aban sebagaimana dimaksud pa
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan
hahan pemeriksaan

ali ditentukan |

da ayat (2) huruf ¢
sosial sebagal

Pasal 27

an dana Belanja Tidak

ran pengguna
kan sebelumnya

SKPD men ampaikan lapo
dak dapat direncana

Terduga untuk bantuan sosial yang ti
kepada 3upati melalui PPKD.
realisasi penggunaan dana Be

Kepala

lanja Tidak Terduga untuk bantuan
belumnya paling lambat tanggal 5

Laporan

cosial vang tidak dzpat direncanakan se

(ima] bulan berik. tnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesal
Surat Pertanggungjawaban Mutlak

dilaksanakan dengan melampirkan

(SPTJM) dari kepala SKPD.
enggunakan dana Belanja

1 realisasi pelaksanaan kegiatan yang m
dak dapat direncanakan

Lapora
sial yang ti

Tidak Terduga uniuk bantuan so
sebelum 1va disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.

n dana Bclanjg Tidak Terduga untuk bantuan sosial
bagaimana dimaksud pada ayat (3) sesual
am Lampiran Il yang merupakan

Lapordn penggulilds
tidak depat direncanakan se
dengan lormat sebagaimana tercantum dal
bagian 1:dak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(2)
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(3)

(1)

(2)
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_— ‘ BAB IV
ONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 28

Tidak Terduga dilakukan oleh

Monitor ng dan evaluasi penggunaan Belanja
n Intern Prmer‘;maﬁ

f‘ai\PDl dan/ atau Inspektorat selaku Aparat Pengawasa plesai
(APIP] sclama kegiatan berlangsung dan/ atau setelah kegiatan ="
dilaksanakan sesu-i dengan ketentuan peraturan WrundanS‘””dangan
! ‘ sud
Vonitorng dan eviluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana i
pada ayat (1) antare lain berupa:
4. asictensi/pendampingan;
0. review,
¢. audit tujuan tertentu;
d.  korsultasi; dat
e. kegatan pengawasan lainnya. b a
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BAB V
PENGAWASAN

Pasal 29

(APIP) melakukan monitoring dan
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
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